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KATA PENGANTAR  

  

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 

laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.  

  

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah 

Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi 

dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan  

Keuangan.  

  

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam 

pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis 

akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih 

transparan, akurat, dan akuntabel.   

  

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada 

para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah 

untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi 

pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, 

laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).   

  
  

   Tanggal  TTD  

     Depok,  12 Agustus 2021  

     Sekretaris,  
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  

  
  
  

Penggabungan Laporan  Keuangan  Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM tingkat satuan kerja yang terdiri dari: (a) Laporan  

Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan  

Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab 

Konseptor  

Ka.Subbag  

Ka.Bagian  
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kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan 

Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.  

Laporan  Keuangan  tersebut  telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian 

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

  

  
  
   Tanggal  

TTD  

Depok,  12 Agustus  2021 

Sekretaris,  

    

R. Natanegara Kartika Purnama   

NIP. 19730908 199903 1 001  

  

  

  

  

  

  

  

  

 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN  

Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini 

telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:  

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN   

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur 

PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 

Juni 2021.  

Konseptor  

Ka.Subbag  

Ka.Bagian  
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Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2021 adalah berupa 

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.408.092.283,- atau 

mencapai 130.24% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar  

Rp.1.081.139.000,-.  

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2021 adalah sebesar 

Rp.52.593.027.932,- atau mencapai 19.46% dari alokasi anggaran sebesar 

Rp.270.329.783.000,-.  

2. NERACA  

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas  pada 30 Juni 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 

dicatat dan disajikan sebesar Rp.908.073.204.736,- yang terdiri dari: Aset 

Lancar sebesar Rp.1.091.596.201,-; Piutang Jangka Panjang (neto) 

sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.906.086.746.544,-; dan Aset 

Lainnya (neto) sebesar Rp.894.861.991,-.  

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.830.307.200,- dan 

Rp.907.242.897.536,-.  

3. LAPORAN OPERASIONAL   

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah 

sebesar Rp.1.021.611.173,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar 

Rp.38.475.516.092,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan 

Operasional senilai (Rp.37.453.516.092),-. Surplus/Defisit Kegiatan Non 

Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing 

sebesar (Rp.37.050.080.743),- dan Rp.0 sehingga entitas mengalami 

Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.37.050.080.743,-).  
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4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Ekuitas per tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar 

Rp.890.320.575.265,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar 

(Rp.37.050.080.743,-) kemudian ditambah/dikurangi dengan 

koreksikoreksi senilai (Rp.821.246.555,-) dan transaksi antar entitas 

senilai Rp.54.793.649.569,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 

2021 adalah senilai Rp.907.242.897.536,-.  

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN                                               

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam  

CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan 

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan.  

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 

sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan 

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2021 disusun dan disajikan 

dengan menggunakan basis akrual  
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                                                           I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN   

  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR   

30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020  

  

(Dalam Rupiah)  

URAIAN CATATAN 

SEMESTER I TA 2021 
% thd 

Angg 

SEMESTER I TA 

2020 

ANGGARAN REALISASI REALISASI 

PENDAPATAN   

   Penerimaan Negara Bukan 

Pajak B.1 

                  

1.081.139.000 

              

1.408.092.283 130,24 

                    

955.749.126 

                   JUMLAH 

PENDAPATAN  

                   

1.081.139.000 

              

1.408.092.283 

130,24                     

955.749.126 

BELANJA 

   Belanja Operasi  

      Belanja Pegawai  

      Belanja Barang 

      Belanja Modal 

      Belanja Bantuan Sosial 

B.2. 

B.3 B.4 

B.5 

B.6 

               

17.471.711.000 

               

74.327.635.000              

178.530.437.000 

                                           

- 

           

11.118.343.174 

           

20.639.202.649 

           

20.835.482.109 

                                       

- 

63,64 

27,77 

11,67 

                        

- 

                 

8.582.743.658 

              

14.787.189.021                  

3.559.090.250 

                                          

- 

         JUMLAH BELANJA                 

270.329.783.000 

           

52.593.027.932 

19,46               

26.929.022.929 

  

  

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Keuangan  

    



-  

  

- 1  

  

 II. NERACA  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM 

NERACA  

PER 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020  

  

(Dalam Rupiah)  

URAIAN CATATAN 30 Juni 2021 30 Juni 2020 

ASET 
ASET LANCAR 

Kas di Bendahara Pengeluaran 
Kas di Bendahara Penerimaan  
Kas Lainnya dan Setara Kas 
Piutang PNBP 
Bagian Lancar TP/TGR 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 
Belanja Dibayar di Muka 
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 
Persediaan 
Persediaan yang Belum Diregister 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
C.6 
C.7 
C.8 
C.9 

C.10 

                     

830.307.200 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                     

259.630.621 
                          

1.658.380 

                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 

                     

393.666.461 

Jumlah Aset Lancar                    

1.091.596.201 
                     

393.666.461 

PIUTANG JANGKA PANJANG  
Tagihan TP/TGR 
Tagihan Penjualan Angsuran 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 

C.11 
C.12 
C.13 

                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 

                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 

Jumlah Piutang Jangka Panjang                                             

- 
                                           

- 

ASET TETAP 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

C.14 
C.15 
C.16 
C.17 
C.18 
C.19 
C.20 

             
687.998.681.000                
50.224.300.605              
199.850.547.435 
                  

9.395.644.993 
                  

1.351.026.622 
               

20.385.048.609 

             
687.998.681.000                
49.691.499.105              
196.996.087.410 
                  

9.395.644.993 
                  

1.351.026.622 
                                           

- 



-  

  

              

(63.118.502.720) 
              

(56.493.579.381) 

Jumlah Aset Tetap               

906.086.746.544 
             

888.939.359.749 

ASET LAINNYA 
Aset Tak Berwujud 
Aset Lain-Lain 
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  

C.21 
C.22 
C.23 

                     

926.852.500 
                  

3.911.460.104 
                

(3.943.450.613) 

                     

926.852.500 
                  

3.911.460.104 
                

(3.833.420.483) 

Jumlah Aset Lainnya                       

894.861.991 
                  

1.004.892.121 

JUMLAH ASET               

908.073.204.736 
             

890.337.918.331 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Uang Muka dari KPPN 
Utang pada Pihak Ketiga 
Pendapatan Diterima di Muka 
Beban yang Masih Harus Dibayar 

C.24 
C.25 
C.26 
C.27 

                     

830.307.200 
                                           

- 
                                           

- 
                                           

- 

                                           

- 
                                                                   
17.343.066 

                                           

- 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                       

830.307.200 
                        

17.343.066 

JUMLAH KEWAJIBAN                       

830.307.200 
                        

17.343.066 

EKUITAS 
Ekuitas C.28 

             

907.242.897.536 
             

890.320.575.265 

JUMLAH EKUITAS               

907.242.897.536 
             

890.320.575.265 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Keuangan  
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  



-  

  

LAPORAN OPERASIONAL  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020   

  

   (Dalam Rupiah)  

URAIAN CATATAN 30 Juni 2021 30 Juni 2020 

KEGIATAN OPERASIONAL 
PENDAPATAN   

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1            1.021.611.173                 904.986.792 

JUMLAH PENDAPATAN              1.021.611.173                 904.986.792 

BEBAN 
Beban Pegawai 
Beban Persediaan 
Beban Barang dan Jasa 
Beban Pemeliharaan 
Beban Perjalanan Dinas 
Beban Barang untuk Diserahkan kepada  

Masyarakat
Beban Bantuan Sosial 

Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

D.2 D.3 

D.4 D.5 
D.6 

D.7 

D.8 

D.9 

D.10 

        11.118.343.174 
                528.676.392 
        12.784.878.839 
           4.242.144.760 
           3.215.880.118 

                                            

- 

                                            

- 

           6.585.592.809 

                                            

- 

           8.582.743.658 
                557.181.313 
           9.660.495.237            

4.086.398.371 
           1.018.165.353 

                                            

- 

                                            

- 

           5.348.477.230 

                                            

- 

JUMLAH BEBAN 
 

        38.475.516.092         29.253.461.162 

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL  
       (37.453.904.919)        (28.348.474.370) 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar Defisit 

Pelepasan Aset Non Lancar 
Defisit Selisih Kurs 
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional  
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

D.11                                             

- 
                   79.141.388 
                                            

- 
                                            

- 
                324.682.788 
                                            

- 

                   50.762.334 
                                            

- 
                                            

- 
                      4.677.076 
                      2.357.700 

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON  
OPERASIONAL 

                 403.824.176                    53.081.710 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA         (37.050.080.743)        (28.295.392.660) 

POS LUAR BIASA 
Pendapatan PNBP 
Beban Perjalanan Dinas 
Beban Persediaan 

D.12 

                                                                                        

- 
                                            

- 

                                            

- 
                                            

- 
                                            

- 

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA                                              

- 
                                            

- 

SURPLUS/DEFISIT LO         (37.050.080.743)        (28.295.392.660) 

  



-  

  

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Keuangan  
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 IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS   

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020  

  

(Dalam Rupiah)  

URAIAN CATATAN 30 Juni 2021 30 Juni 2020 

EKUITAS AWAL E.1                     

890.320.575.265 

                    

836.057.469.178 

SURPLUS/DEFISIT LO E.2                      

(37.050.080.743) 

                     

(28.295.392.660) 

KOREKSI YANG 

MENAMBAH/MENGURANGI 

EKUITAS 

E.3                            

(821.246.555) 

                                                   

- 

            DAMPAK KUMULATIF 

PERUBAHAN 

            KEBIJAKAN/KESALAHAN 

MENDASAR 

            PENYESUAIAN NILAI ASET 

            KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 

            KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 

           SELISIH REVALUASI ASET 

            KOREKSI NILAI ASET TETAP 

NON REVALUASI 

            KOREKSI LAIN-LAIN 

JUMLAH  

E.3.1 

E.3.2 

E.3.3 

E.3.4 

E.3.5 

E.3.6 

                                                  

- 

   
                                                  

- 

                                                  

- 

                           

(821.246.555) 

                                                  

- 

                                                   

- 

                                                   

- 

                                                   

- 

                                                   

- 

                                                   

- 

                                                   

- 

                           

(821.246.555) 

                                                   

- 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4                       

54.793.649.569 

                       

34.875.786.527 

EKUITAS AKHIR E.5                     

907.242.897.536 

                    

842.637.863.045 
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Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Laporan Keuangan  

   

    

   

   

  

   

 V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

  A.  PENJELASAN UMUM   A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  

Dasar  Hukum Entitas dan  

 Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  (PUSDIKLAT)  Pegawai  

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ), setelah  

Rencana melalui perjuangan yang panjang, akhirnya mengalami  
Strategis transformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya  

  

Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, yang ditetapkan berdasar 

Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, Tanggal 2 

November 2006. Adanya peningkatan eselonering Pusdiklat 

Pegawai menjadi sebuah Badan Unit Eselon I, bukan hanya 

peningkatan status saja, tetapi transformasi organisasi ini diiringi 

dengan kompleksitas dan variasi kerja dalam pengembangan 

Sumber Daya Manusia  ( SDM ) Aparatur Hukum dan HAM, 

untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional di Bidang 

Hukum dan HAM.  

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi 

Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan 

Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut 

untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar  dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan 

HAM sebaik-baiknya.  
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Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang 

sangat beragam, seperti Bidang Pemasyarakatan, Bidang 

Keimigrasian, Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Bidang 

Administrasi Hukum Umum, Pembinaan Hukum Nasional,  

Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penegakan serta  

pemenuhan Hak Asasi Manusia. Keragaman dan kompleksitas 

tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis  yang 

didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang 

hukum dan HAM, dengan lebih cepat (faster), lebih baik (better), 

lebih murah (cheaper), dan terbaru (newer).  

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis 

dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan 

daya kritis yang cukup tinggi di bidang Penegakan Hukum dan 

HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap 

permasalahan Pelayanan Tahanan dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Pelayanan Keimigrasian, Pelayanan Hak 

Kekayaan Intelektual, Pelayanan Jasa Hukum dan Pemenuhan 

HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, 

dampaknya semakin besar , sehingga bila tidak diantisipasi dan 

direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat 

memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi 

Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai 

Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang 

melaksanakan tugas di Bidang Hukum dan HAM, dituntut untuk 

senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya 

dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk 
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mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM menjadi lebih 

berkualitas, cerdas, terampil dan bermartabat melalui 

pendidikan kepemimpinan dan manajemen, pelatihan teknis 

subtantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.   

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan 

HAM juga melaksanakan assessment center untuk mendapatkan 

informasi dan pemetaan kompetensi  (soft  competency) yang 

dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, serta dapat 

digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk 

keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk 

pembinaan karir pegawai  dilingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM. Penyediaan informasi kompetensi sumber daya manusia 

yang obyektif dan terukur menjadi sangat penting di dalam 

pembinaan karier pegawai hal ini tentu memerlukan sarana 

informasi  pengembangan SDM berbasis kompetensi yang 

dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM, yang dapat memacu semangat pegawai dalam 

berkompetisi secara sehat dan untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensi yang telah dimiliki.   

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab 

meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya 

Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, 

tetapi juga  SDM di Bidang Hukum dan HAM lainnya yang berada 

di instansi lain dalam lingkup Nasional, khususnya peningkatan 

kompetensi SDM bidang penyusunan dan perancangan 

peraturan dan perundang-undangan (legal drafting) dan 

penegakan Hukum dan HAM dalam upaya meningkatkan 

sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.  

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, kedepannya 

BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi 

tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang 
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semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan 

hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan Internasional. 

Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan 

pengembangan SDM bidang Hukum dan HAM yang dilaksanakan 

Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih adaptif, akomodatif 

dan handal, karena didorong oleh adanya visi dan keyakinan 

baru (reframing), restrukturisasi, revitalisasi serta pembaruan 

dalam bidang organisasi.  

Dalam menyusun strategi pengembangan SDM Hukum dan HAM, 

maka BPSDM Hukum dan HAM berupaya melaksanakan 

programnya dengan mengacu pada pendekatan competencybased 

human resources management system (CBHRM), sebagai suatu 

pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia 

(SDM), yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan sistem 

manajemen SDM. Sistem ini mencakup pengembangan model 

kompetensi yang berkaitan dengan strategi pengembangan 

Sumber Daya Manusia (competency based training and 

development), sehingga kompetensi yang dikembangkan akan 

tepat sesuai dengan strategi dan dan kebijakan Kementerian 

Hukum dan HAM baik soft competency, hard competency dan 

social competency.  

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

merupakan organisasi baru sebagai hasil pengembangan dari 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pegawai 

Kementerian Hukum dan HAM. Pusdiklat Pegawai dibentuk 

tahun 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 

YS.4/3/7 Tahun 1975. Secara fisik pada saat itu Pusdiklat belum 

memiliki sarana dan prasarana khusus untuk pelaksanaan diklat 

sehingga penyelenggaraan diklat dilakukan bekerjasama dengan 

pihak lain baik swasta maupun pemerintah. Penyelenggaraan 

diklat yang pertama dilaksanakan adalah Penataran BHP Tingkat 

I, Penataran Tenaga Teknis  Imigrasi bekerjasama dengan Pusat 

Pendidikan Hukum TNI Angkatan Darat. Pada Tahun 1978, telah 



    
LAPORAN KEUANGA N BPSDM HUKUM DAN HA M SEMESTER  I TA  202 1   -   9   -   

  

tersedia prasarana berupa gedung berlantai 6 yang terletak di 

Jalan Batu Tulis Raya No. 11 Jakarta Pusat. Namun demikian 

pada perkembangannya fasilitas yang tersedia tersebut belum 

sepenuhnya dapat menampung seluruh kegiatan diklat, sehingga 

program diklat masih menggunakan tempat/instansi lain. Pada 

tanggal 29 Oktober 1987, pembangunan gedung Pusdiklat yang 

terletak di Jalan Raya Gandul Cinere, yang popular dengan 

sebutan Kampus Pengayoman telah resmi menjadi tempat pusat 

mendidik dan melatih pegawai Kementerian Kehakiman.  

Sejalan dengan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai 

salah satu pilar pemerintah di bidang penegakan Hukum dan 

HAM, maka menjadi tugas pokok dan fungsi Pusdiklat Pegawai 

Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi 

dan profesionalisme aparatur dimasa yang akan datang.  

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Pusat Pendidikan dan  

Pelatihan Pegawai ditingkatkan eselonnya menjadi badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

berdasar pada Peraturan Presiden No. 91Tahun 2006. Badan ini 

dibentuk dengan pertimbangan :  

1. Adanya spesifikasi keilmuan/pengetahuan teknis operasional 

yang berbeda, yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan 

universitas dan pendidikan formal lainnya  

2. Badan ini memiliki peran dan program yang strategis guna 

meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya 

manusia, serta melakukan percepatan profesionalisme 

pegawai yang dilakukan secara sistematis  

3. Badan ini juga bertugas untuk melakukan pengembangan 

sumber daya manusia dan kelembagaan yang dapat terus 

diinternalisasikan dan disosialisasikan  



    
LAPORAN KEUANGA N BPSDM HUKUM DAN HA M SEMESTER  I TA  202 1   -   10   -   

  

VISI MISI DAN TUGAS  

Visi :  

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”  

Misi :  

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang 

berkualitas;  

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;  

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;  

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan 

Hak Asasi Manusia;  

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian  

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan  
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6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang profesional dan berintegritas.  

  

Tata Nilai :  

 

Profesional  

Akuntabel  

Sinergi  

Transparan  

Integritas  

 

Tujuan :  

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia” Sasaran 

:  

 

• Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi 

sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang 

jelas.  

• Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia 

profesional  sesuai  kebutuhan  dan  kaderisasi 

berkesinambungan.  

Tugas Pokok dan Fungsi  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135):  

  

Pendekatan  

Penyusunan  

Laporan  

Keuangan  

  

   

    

   

    

   

   

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang 

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. 

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.  

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM Tahun 2021 ini merupakan laporan 

konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang 

meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab 

atas anggaran yang diberikan.  

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah 36 entitas.  

Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:  

  

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1  

No  
Kode  

Es I  

  

Entitas  

Jumlah/Jenis 

Kewenangan  

  

Jumlah 

Satker  KP  KD  DK  TP  

1  12  

Badan Pengembangan  

Sumber Daya Manusia  

Hukum dan HAM  

  

1  

 

-  

 

-  

 

-  

  

1  

2  12  Akademi Imigrasi  
1  

1  
-  -  -  1  

3  12  
Akademi Ilmu 

Pemasyarakatan  
1  -  -  -  1  
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4  12  

Balai Pendidikan dan  

Pelatihan Hukum dan  

HAM Kepulauan Riau  

-  1  -  -  1  

5  12  

Balai Pendidikan dan  

Pelatihan Hukum dan  

HAM Jawa Tengah  

-  1  -  -  1  

   

    

    

6  12  

Balai Pendidikan dan  

Pelatihan Hukum dan  

HAM Sulawesi Utara  

-  1  -  -  1  

 Jumlah  3  3  -  -  6  

   

  

Basis  

Akuntansi  

  

A.3. Basis Akuntansi   

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian 

Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis 

akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayarkan.   

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun 

dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis 

akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.   

  

  

Dasar  

Pengukuran   

A.4. Dasar Pengukuran    

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laporan  
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keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan 

menggunakan nilai perolehan historis.   

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan 

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai 

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk 

memenuhi kewajiban yang bersangkutan.  

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata 

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah.  

  

  

Kebijakan  

Akuntansi  

A.5. Kebijakan Akuntansi  

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas 

pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, 

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:  
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Pendapatan- 

LRA  

  

1. Pendapatan-LRA  

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN).  

b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran).  

c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan.  

  

  

Pendapatan-LO  

  

2. Pendapatan-LO  

a. Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu  

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara  

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

adalah sebagai berikut:   

(a). Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan 

selesai dilaksanakan  

(b). Pendapatan  Sewa  Gedung  diakui  secara 

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  

(c). Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain  

d. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran).  

e. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan.  
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Belanja  

3. Belanja  

a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari 

KUN.   

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan  belanja  terjadi  pada  saat 

pertanggungjawaban  atas  pengeluaran  tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN).  

c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan.   

  

  

Beban  

  

4. Beban  

a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya 

konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat  

ekonomi atau potensi jasa.    

b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja 

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan 

fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.   

   5. Aset    

Aset  Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset 

Lainnya.   

 Aset Lancar  a. Aset Lancar  

i. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai  

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 

neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank  

Indonesia pada tanggal neraca.  

ii. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut:   

a) Piutang  yang  timbul  dari  Tuntutan  
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Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak 

yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung 

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila 

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih 

dan didukung  dengan  naskah 

 perjanjian  yang menyatakan hak dan 

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa 

diukur dengan andal.  

iii. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan 

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. 

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang 

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut:   

Kualitas  

Piutang  

  

Uraian  

  

Penyisihan  

Lancar  
Belum dilakukan pelunasan s.d.  

tanggal jatuh tempo  
0.5%  

Kurang  

Lancar  

Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan  
10%  

Diragukan  Satu  bulan  terhitung  sejak  50%  

 tanggal Surat Tagihan Kedua 

tidak dilakukan pelunasan  

 

Macet  

1. Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Ketiga 

tidak dilakukan pelunasan  

100%  
2. Piutang telah diserahkan kepada 

Panitia Urusan  

Piutang Negara/DJKN  
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iv. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar 

TPA/TGR.   

v. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi 

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  

a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian;  

b) harga  standar  apabila  diperoleh  dengan 

memproduksi sendiri;  

c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya.    

   b. Aset Tetap  

Aset Tetap  i. Nilai  Aset  tetap  disajikan  berdasarkan  harga  

 perolehan atau harga wajar.   

ii. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 

minimum kapitalisasi sebagai berikut:  

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin 

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);  

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari  

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);  

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan 

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, 

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran 

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang 

bercorak kesenian.   

iii. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak 
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berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset 

Lainnya.  

iv. Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat 

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan  

ketentuan perundang-undangan di bidang  pengelolaan 

BMN/BMD  

  

Penyusutan  

Aset Tetap  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

c. Penyusutan Aset Tetap  

i. Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  

sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu aset tetap.  

ii. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:  

a. Tanah;  

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan  

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  

iii. Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  

Tetap  dilakukan  setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu.  

iv. Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  

menggunakan  metode  garis lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset 

Tetap secara merata setiap semester selama Masa 

Manfaat.  

v. Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan   

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor  

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam  

   Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset  
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Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  

tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap  

  

Kelompok Aset Tetap  Masa 

Manfaat  

Peralatan dan Mesin  2 s.d. 20 

tahun  

Gedung dan 

Bangunan  

10 s.d. 50 

tahun  

Jalan, Jaringan dan 

Irigasi  

5 s.d 40 

tahun  

Aset Tetap Lainnya 

(Alat Musik  

Modern)  

4 tahun  

     

Piutang 

Jangka  

 d. Piutang Jangka Panjang  

i. Piutang Jangka Panjang adalah 

piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan 

diterima dalam jangka waktu lebih 

dari 12 (dua belas ) bulan setelah 

tanggal pelaporan.  

  

ii. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), 

Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan 

nilai nominal dan disajikan sebesar 

nilai yang dapat direalisasikan  

Panjang  

   e. Aset Lainnya  

i. Aset Lainnya adalah aset pemerintah 

selain aset lancar, aset tetap, dan 

piutang jangka panjang.  

Aset 

Lainnya  

  

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak 

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh 

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama 

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi 

penggunaannya.  
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ii. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang 

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual.   

a) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai 

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah 

dikurangi akumulasi amortisasi.  

b) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas 

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa 

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat 

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. iii. Masa  

Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam 

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset  

Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  

umum  tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut:   

  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud  

Kelompok Aset Tak Berwujud  
Masa  

(tahun)  

Manfaat  

Software Komputer  4   

Franchise  5   

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.  
10  

 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,  

Paten Biasa, Perlindungan Varietas 

Tanaman Semusim.  
20  

 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman  

Tahunan  

25  
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Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak  

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram.  
50  

 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I  70   

  

  

  

iv. Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang 

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, 

disajikan sebesar harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan.  

  

   

Kewajiban  

6. Kewajiban  

  

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban 

Jangka Pendek  

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan.   

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 

dan Utang Jangka Pendek Lainnya.  

b. Kewajiban Jangka Panjang  

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar 

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung.   

Ekuitas  7. Ekuitas   
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Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan 

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut 

dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.  

  

  

  

   

  

  

    B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN  

   Selama periode berjalan, Badan Pengembangan Sumber  

Daya Manusia Hukum dan HAM  melakukan revisi Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi 

yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen 

Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa 

Pengguna Anggaran serta   merubah jumlah PAGU Anggaran 

DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi 

berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah 

sebagai berikut:  

Uraian 

 2021 

 ANGGARAN 

AWAL 

ANGGARAN 

 SETELAH 

REVISI 

Pendapatan    

Pendapatan 

Sewa Tanah, 

Gedung,dan 

Bang 

u 0              

93.639.000 

Pendapatan 

Layanan 

Pend dan 

Pelatihan 

 0            

987.500.000 

Pendapatan 

Jasa 

Lainnya 

 0                                 

- 

Jumlah 

Pendapatan 

                                    

- 

          

1.081.139.000 

Belanja    
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Belanja 

Pegawai 

 16.871.684.000 17.471.711.000 

Belanja 

Barang 

 82.627.662.000 74.327.635.000 

Belanja 

Bantuan 

Sosial 

 0 0 

Belanja 

Modal 

 210.059.292.000 178.530.437.000 

Jumlah 

Belanja  

 309.558.638.000 270.329.783.000 

   

  

Realisasi  

Pendapatan   

Rp. 
1.408.092.283,-  

B.1 PENDAPATAN  

Realisasi Pendapatan untuk periode yang 

berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar 

Rp.1.408.092.283,- atau mencapai 130.24% 

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan 

sebesar  

Rp.1.081.139.000,-. Pendapatan lingkup Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai 

berikut:  

  

  

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  

Uraian 

30 Juni 2021  

Anggaran Realisasi 
% Real 

Angg. 

Pendapatan dari 

Penjualan, Peralatan 

dan Mesin 
                   -         79.141.388             - 

Pendapatan Sewa  
Tanah, Gedung, dan  
Bangunan 

       93.639.000           2.247.090        2,40 

Pendapatan Pendidikan,  
Budaya, Riset dan  
Teknologi 

     987.500.000        987.500.000     100,00 

Pendapatan dari  
Penyelesaian Pekerjaan  
Pemerintah 

                   -        339.162.837             - 
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Pendapatan Anggaran 

Lain-Lain 
                   -                39.000 

            - 

Penerimaan Kembali 

Belanja Pegawai TAYL                    -                 1.968 
            - 

Jumlah    1.081.139.000     1.408.092.283     130,24 

    

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2021 mengalami 

penurunan sebesar 47.33% dibandingkan dengan realisasi 

pendapatan pada Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan 

karena pengurangan kegiatan Pelatihan Fungsional Calon 

Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) menjadi 1 

angkatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan dilakukan secara Jarak Jauh.  

Perbandingan Realisasi Pendapatan   

30 Juni TA 2021 dan 2020  

URAIAN 
REALISASI         

30 Juni 2021 

REALISASI        

30 Juni 

2020 

NAIK 

(TURUN) % 

Pendapatan dari 

penjualan, 

Pengelolaan BMN, 

Iuran Badan Usaha 

            

81.388.478 

          

86.749.126 

                

(6,18) 

Pendapatan 

Pendidikan,  

Budaya, Riset dan 

Teknologi 

         

987.500.000 

        

869.000.000 

               

13,64 

Pendapatan Jasa                                

- 

                             

- 
                      

- 

Pendapatan Denda          

339.162.837 

                             

- 
                      

- 

Penerimaan Kembali 

Belan 

                    

40.968 

                             

- 
                      

- 

Jumlah       

1.408.092.283 

        

955.749.126 

47,33 

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar 

Rp.145.229.126,- yaitu pelaksanaan lelang inventaris 

kantor berupa meja kerja kayu, lemari besi, kursi besi dll 

dan satker Politeknik Imigrasi pelelangan Kendaraan Dinas 

berupa mobil dan motor.  
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2. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 

berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar 

Rp.987.500.000,- untuk pelaksaan Pelatihan Fungsional 

Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Untuk 

Pagu Kegiatan terjadi kesalahan penghitungan dalam 

penganggaran.  

3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 

Lalu sebesar Rp.89.217.881,- merupakan pengembalian 

honor pendamping sikap dan prilaku dasar (latsar) CPNS 

Gol. II dan III Tahun 2019 serta pengembalian tunjangan 

pegawai dan pembulatan gaji.  

  

   B.2. BELANJA  

Realisasi Realisasi Belanja pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Belanja 

Rp.52.593.027.932,- atau 19.46% dari anggaran belanja Rp.52.593.027.932,- sebesar 

Rp.270.239.783.000,-. Rincian anggaran dan  realisasi belanja pada Semester I 

TA 2021 adalah sebagai  

berikut:  

   Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja  

Semester I TA 2021  

URAIAN  
Semester I  TA 2021 

% 
ANGGARAN REALISASI 

Belanja Pegawai 17.471.711.000 11.118.343.174 63,64 

Belanja Barang 74.327.635.000 20.639.202.649 27,77 

Belanja Modal 178.530.437.000 20.835.482.109 11,67 

Belanja Bantuan Sosial                          -                        -     - 

Total Belanja Kotor 270.329.783.000 52.593.027.932 19,46 

Pengembalian Belanja                             

- 

0 

Total Belanja  270.329.783.000 52.593.027.932 19,46 

Dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020, Realisasi  

Belanja pada Semester I TA 2021 mengalami kenaikan  
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sebesar 95.30%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran 

belanja BPSDM Hukum dan HAM pada TA 2021 dibandingkan 

dengan TA 2020.  

Perbandingan Realisasi Belanja  Semester I TA 

2021 dan Semester I TA 2020  

  

  

   B.3 Belanja 

Pegawai   

Belanja Pegawai  

Realisasi Belanja 

Pegawai Semester I TA 2021 dan  

 Rp.11.118.343.174,-  Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar  

Rp.11.118.343.174,- dan Rp. 8.582.743.658,- Belanja 

Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk 

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan 

oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan 

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan 

yang berkaitan dengan pembentukan modal.  

Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2021 mengalami 

peningkatan sebesar 29.54% dari Semester I  TA 2020. Hal 

ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi 

keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM dan pegawai 

yang menerima kenaikan pangkat/jabatan serta kenaikan gaji 

berkala.  

  

   

URAIAN 

REALISASI  

SEMESTER I  

TA 2021 

REALISASI  

SEMESTER I 

TA 2020 

NAIK  

(TURUN)  

% 

Belanja Pegawai 11.118.343.174 8.582.743.658         

29,54 

Belanja Barang 20.639.202.649 14.787.189.021         

39,57 

Belanja Modal 20.835.482.109 3.559.090.250       

485,42 

Belanja Bantuan 

Sosial 

                                    

- 

                                     

- 

                 

- 

Jumlah          

52.593.027.932 

          

26.929.022.929 

        

95,30 
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Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 

2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN 

REALISASI  

SEMESTER I 

TA 2021 

REALISASI 

SEMESTER I 

TA 2020 

NAIK  

(TURUN)  

% 

Belanja Gaji dan 

Tunjangan PNS 

10.812.929.174 8.582.743.658       

25,98 

Belanja Gaji dan 

Tunjangan Non PNS 

                                    

- 

                                  

- 

               

- 

Belanja Honorarium                                     

- 

                                  

- 

               

- 

Belanja Lembur                     

305.414.000 

                                  

- 

               

- 

Belanja Tunj.Khusus & 

Belanja Pegawai 

Transito 

                                    

- 

                                  

- 

               

- 

Jumlah Belanja Kotor 11.118.343.174 8.582.743.658       

29,54 

Pengembalian Belanja 

Pegawai 

                                         

- 

                                       

- 

               

- 

Jumlah Belanja  11.118.343.174 8.582.743.658       

29,54 

  

   B.4 Belanja Barang  

Belanja Barang  Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2021 dan  

 Rp.20.639.202.649,-  Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar  

  

Rp.20.639.202.649,- dan Rp. 14.787.189.021,-  

  

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2021 mengalami  

 penurunan sebesar 0.77% dari Semester I TA 2020. Hal ini  
 disebabkan terjadinya pengurangan belanja pada pagu  
 anggaran Belanja Barang Semester I Tahun 2021  

 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020.  

  

  

  

Perbandingan Belanja Barang   

  

Semester I TA 2021 dan Semester I 2020  

URAIAN 
REALISASI  
SEMESTER I         

TA 2021 

REALISASI  
 SEMESTER I         

TA 2020 

NAIK  
 (TURUN)  

% 
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Belanja Barang Operasional 4.443.084.379 4.471.456.205           

(0,63) 
Belanja Barang Non Operasional 2.352.763.951 1.684.599.992          

39,66 
Belanja Persediaan                  

311.918.847 
                   

26.572.810 
   

1.073,83 
Belanja Jasa               

5.989.030.509 
             

3.408.876.540 
         

75,69 
Belanja Pemeliharaan               

4.326.524.845 
             

4.177.518.121 
           

3,57 
Belanja Perjalanan Dalam Negeri               

3.215.880.118 
             

1.018.165.353 
       

215,85 
Belanja Perjalanan Luar Negeri                                   

- 
                                 

- 
                  

- 
Jumlah Belanja Kotor 20.639.202.649 14.787.189.021          

39,57 
Pengembalian Belanja                                       

- 
                                      

- 
 

Jumlah Belanja  20.639.202.649 14.787.189.021          

39,57 

  

  

  

  

B.5 Belanja Modal   

Belanja  Modal  

Rp. 20.835.482.109,-  

  

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2021 dan Semester  

I  TA  2020  adalah  masing-masing  sebesar  

Rp.20.835.482.109,-  dan Rp. 3.559.090.250,-. Belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi.  

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2021 dan 

Semester I TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 560.02% 

dibandingkan Semester I TA 2020 hal ini disebabkan oleh 

pembelian belanja modal penanganan pandemi covid-19. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal   

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN  

REALISASI  

SEMESTER I 

TA. 2021 

REALISASI  

SEMESTER I 

T.A 2020 

NAIK  

(TURUN)  

% 

Belanja Modal Tanah                               

- 

                              

- 

- 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

             

450.433.500 

3.534.556.750 (87,26) 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

        

20.386.323.609 

                

24.533.500 

82995,86 
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Belanja Modal Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 

                              

- 

                              

- 

             - 

Belanja Modal Lainnya                               

- 

0  

Jumlah Belanja Kotor         

20.836.757.109 

          

3.559.090.250 

485,45 

Pengembalian                   

(1.275.000) 

- - 

Jumlah Belanja  20.835.482.109 3.559.090.250 485,42 

   

  

  

Belanja  Modal  

Peralatan  dan  

Mesin  

Rp.450.433.500,-  

  

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester I TA 2021 

adalah sebesar Rp.450.433.500, mengalami penurunan 

sebesar 87.26% bila dibandingkan dengan Semester I TA  

2020 sebesar Rp. 3.534.556.750,-. Hal ini disebabkan  

adanya pembangunan gedung dan bangunan POLTEKIP dan 

POLTEKIM, Pembangunan Tempat Parkir, pembangunan 

Center Of Excelent dan belanja modal penanganan pandemi.  

  

  

   

  

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN 

REALISASI   

SEMESTER  

I T.A 2021 

REALISASI  

SEMESTER I 

T.A 2020 

NAIK  

(TURUN)  

% 

 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

            

450.433.500 

         

3.534.556.750 

-87,26  

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin-Penanganan 

Pandemi 

                             

- 

   

Belanja Modal Bahan 

Baku Peralatan dan 

Mesin 

                             

- 

                            

- 

0,00  

Belanja Modal Upah dan 

Honor Pengelola 

Peralatan dan Mesin 

                             

- 

                            

- 

-  



    
LAPORAN KEUANGA N BPSDM HUKUM DAN HA M SEMESTER  I TA  202 1   -   31   -   

  

Belanja Modal 

Pemasangan Peralatan 

dan Mesin 

                             

- 

                            

- 

-  

Jumlah Belanja Kotor             

450.433.500 

         

3.534.556.750 

-87,26  

Pengembalian                               

- 

                            

- 

-  

Jumlah Belanja  
            

450.433.500 

         

3.534.556.750 
-87,26 

 

  

  

Belanja Modal 

Gedung dan  

Bangunan  

Rp.20.385.048.609,-  

  

B.5.2  Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2021 dan Semester  

I  TA  2020  adalah  masing-masing  sebesar  

Rp.20.385.048.609,- dan Rp. 24.533.500,-.  

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan   

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN JENIS BELANJA 
SEMESTER  I    T.A. 

2021 
 SEMESTER I T.A 

2020 
Naik (Turun)  

% 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.385.048.609 24.533.500 82990,67 

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan 

Bangunan   
                        - 0,00 

Jumlah Belanja Kotor 20.385.048.609            24.533.500 82990,67 

Pengembalian Belanja Modal 0                         -           - 

Jumlah Belanja  20.385.048.609 24.533.500 82990,67 

    

  

Belanja  

Lainnya  

Modal  

B.5.3  Belanja Modal Lainnya  

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2021 dan  

Semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-  

 Rp.0,-  dan Rp.0,-.  

  

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  

  

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN JENIS BELANJA  T.A. 2021 T.A 2020 
Naik 

(Turun) % 

Belanja Software                      -                        -         - 

Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan                       -                        -         - 

Jumlah Belanja Kotor                      -                        -         - 

Pengembalian Belanja Modal                      -                        -         - 

Jumlah Belanja                       -                        -         - 
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  C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA  

  

Kas di  

Bendahara 

Pengeluaran  

Rp.830.307.200,-  

  

  

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran  

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 30 

Juni 2020 adalah masing-masing sebesar  Rp.830.307.200,- 

dan  Rp.790.786.300,- yang merupakan kas yang dikuasai, 

dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran 

yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum 

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara 

per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 

adalah sebagai berikut:   

  

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran   

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020  

Keterangan Tahun 2021 Tahun 2020 

Kas di Bendahara Pengeluaran              

300.000.000 
325.000.000 

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP              

530.307.200 
         

465.786.300 
Jumlah              

830.307.200 
         790.786.300 

   

  

Persediaan   

Rp.259.630.621,-  

  

   

C.2 Persediaan  

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 

masingmasing adalah sebesar Rp.259.630.621,- dan 

Rp.58.814.680,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk 

barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk 

dijual, dan/atau  

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rincian Persediaan  per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

sebagai berikut:   

  

Perbandingan Rincian Persediaan  per 

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020  

  

JENIS TH 2021 TH 2020 

Barang Konsumsi           186.614.021              

42.377.980 

Barang untuk Pemeliharaan              

73.016.600 
             

16.436.700 
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Suku Cadang                                  

- 

Pita Cukai, Materai dan Leges                                 

- 
                                

- 

Bahan Baku                                  

- 

Jumlah           259.630.621              

58.814.680 

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam 

kondisi baik.   

C.3 Tanah  

Tanah  Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan  

Rp.687.998.681.000,-  Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  per  

  

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020  adalah masing-masing  

  

sebesar Rp.687.998.681.000,- dan Rp.687.998.681.000,-.  

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:   

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020 Rp           687.998.681.000 

   Mutasi tambah:  

 Pembelian Rp                                  - 

Hibah Rp                                  - 

Reklasifikasi Rp                                  - 

   Mutasi kurang: Rp                                  - 

Revaluasi Aset  Rp                                  - 

Penghapusan Rp                                  - 

Saldo per 30 Juni 2021 Rp           687.998.681.000 

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021 Rp                                  - 

Nilai Buku per 30 Juni 2021 Rp           687.998.681.000 

  

Luas Tanah secara keseluruhan seluas 103.770 m2 terletak di Jl. 

Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.  

  

   C.4 Peralatan dan Mesin  

  Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin  per 30 Peralatan  dan  
Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar 

Mesin   
Rp.50.224.300.605,- dan Rp.39.039.650.806,- Mutasi nilai  

Rp.50.224.300.605,- peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020 Rp      

34.656.508.208 
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   Mutasi tambah: Rp          

532.801.500 

 Pembelian Rp          

450.433.500 

Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi  

Transfer Masuk Rp            

82.368.000 

Koreksi Tambah Rp                           - 

   Mutasi kurang: Rp                           - 

Transaksi Normalisasi BMN Rp                           - 

Penghapusan Rp                           - 

Transfer keluar Rp                           - 

Saldo per 30 Juni 2021 Rp      

50.224.300.605 
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021 Rp     

(34.299.771.771) 

Nilai Buku per 30 Juni 2021 
Rp      

15.924.528.834 

    

C.5 Gedung dan Bangunan  

Gedung dan  

Bangunan  

Rp.199.850.547.435,-  

Saldo gedung dan bangunan  per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 

2020 adalah Rp.199.850.547.435,- dan Rp.148.809.912.896,- 

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut:  

Saldo per 30 Juni 2020        148.809.912.896 

   Mutasi tambah:            3.684.002.000 

Transfer Masuk            3.684.002.000 

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP                                  - 

Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi                                  - 

Pengembangan Nilai Aset                                  - 

Pengembangan melalui KDP                                  - 

   Mutasi kurang:              (829.541.975) 

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas              (829.541.975) 

Saldo per 30 Juni 2021        199.850.547.435 

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021          25.309.309.626 

Nilai Buku per 30 Juni 2021        225.159.857.061 
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Jalan, Irigasi dan 

Jaringan  

Rp.9.395.644.993,-  

  

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 

2020 adalah masing-masing sebesar Rp.9.395.644.993,- dan  

Rp.9.395.644.933,-   

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  

 

Saldo per 30 Juni 2020 
        

9.395.644.993 

   Mutasi tambah:  

Revaluasi Aset                            

- 

   Mutasi kurang:  

Revaluasi Aset                            

- 

Saldo per 30 Juni 2021 
        

9.395.644.993 

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 

2021 

       

(3.490.941.329) 

Nilai Buku per 30 Juni 2021 
        

5.904.703.664 

   

  

Aset Tetap  

Lainnya   

Rp.1.351.026.622,-  

  

C.7 Aset Tetap Lainnya  

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya  

per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah  

Rp.1.351.026.622,- dan Rp.1.351.026.622,-.  

Saldo per 30 Juni 2020         

1.351.026.622 

   Mutasi tambah:                            

- 

Transfer Masuk                            

- 

   Mutasi kurang:  

Penyelesaian Pembangunan                            

- 
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Saldo per 30 Juni 2021         

1.351.026.622 

Akumulasi Penyusutan s.d.30 

Juni 2021 
           

(18.480.000) 

Nilai Buku per 30 Juni 2021         

1.332.546.622 

  

  

Akumulasi  

Penyusutan Aset 

Tetap  

Rp.63.118.502.720,-  

  

  

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

masing-masing Rp.63.118.502.720,- dan 

Rp.44.418.807.264,-.  

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

merupakan kontra akun Aset Tetap yang 

disajikan berdasarkan pengakumulasian 

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan  

penurunan kapasitas dan manfaat Aset 

Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi 

dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan 

rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap per 30 Juni 2021, sedangkan rincian 

akumulasi penyusutan aset tetap disajikan 

pada Lampiran Laporan Keuangan ini.  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  

 

N

o 

Aset 

Tetap 

Nilai 

Perolehan 

Akm. 

Penyusuta

n 

Nilai Buku 

1 Peralata

n dan 

Mesin 

          

50.224.300.605 
          

34.299.771.77

1 

          

15.924.528.834 

2 Gedung 

dan 

Banguna

n 

        

199.850.547.43

5 

          

25.309.309.62

6 

        

174.541.237.80

9 

3 Jalan, 

Irigasi 

dan 

Jaringan 

           

9.395.644.993 
           

3.490.941.323 
           

5.904.703.670 

4 Aset 

Tetap 

Lainnya 

           

1.351.026.622 
                

18.480.000 
           

1.332.546.622 
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Total 
        

260.821.519.65

5 

          

63.118.502.72

0 

        

197.703.016.93

5 

 Rincian akumulasi penyusutan aset tetap 

disajikan pada lampiran.  

  

  

Aset Tak  

Berwujud  

Rp.926.852.500

,-  

  

  

C.9 Aset Tak Berwujud  

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)  per 30 

Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-

masing sebesar Rp.926.852.500,- dan 

Rp.132.468.500-. Aset Tak Berwujud merupakan 

aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi 

secara umum tidak mempunyai wujud fisik.  

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2021 adalah sebagai 

berikut:  

Rincian Aset Tak Berwujud   

Semester I TA 2021  

No. Uraian Nilai 

1 Software Komputer Rp         

926.852.500 

2 ATB Lainnya  

Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2021 Rp         

926.852.500 

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:   

  

Saldo per 1 Januari 2021 Rp              926.852.500 

Mutasi tambah:  

pembelian Rp                                 - 

Transfer Masuk Rp                                 - 

Saldo per 30 Juni 2021 Rp              926.852.500 

Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2021 Rp             (331.064.500) 

Nilai Buku per 30 Juni 2021 Rp              595.788.000 

Aset Tetap Tak Berwujud berupa software sebesar 

Rp.926.852.500,- pada Satker BPSDM Hukum dan HAM terdiri 

dari  

1. Modul aplikasi Self assesment Rumah Belajar ASN  

Rp.88.350.000,-  
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2. Modul  aplikasi  Self  Service  Rumah 

 Belajar  ASN Rp.83.900.000,-  

3. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp.88.800.000,-  

4. Modul Aplikasi Learning Journey Rp.90.090.000,-  

5. Modul Digital Library Rp.87.780.000,-  

6. Aplikasi E-learning Rp.90.502.000,- 7. Modul Sertifikasi dan 

pelatihan Rp.93.857.000,-  

8. Modul community of Practive Rp.88.660.000,-  

9. modul aplikasi rumah belajar ASN Rp.82.445.000,-  

10. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar 

Rp.50.593.500,-  

11. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang 

berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi 

kediklatan  sebesar Rp.81.875.000  
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C.10 Aset Lain-Lain  

Aset Lain-Lain  

Rp.3.911.460.104,-  

  

  

Saldo Aset Lain-lain  per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

Rp.3.911.460.104,- dan Rp.8.326.531.632,-. Aset Lainlain 

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam 

kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional 

BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari 

BMN.  

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:  

Saldo per 01 Januari 2021         3.911.460.104 
Mutasi tambah: 
Penghentian Aset dr penggunaan                               Mutasi kurang: 
Penghapusan BMN                               Saldo per 30 Juni 2021         3.911.460.104 

Akumulasi Penyusutan aset tetap        (3.612.386.113) 
Nilai Buku per 30 Juni 2021            299.073.991 

  

  

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku 

A Aset Tak Berwujud                                   -                               -  

1 Software Komputer 926.852.500            331.064.500 788.000 
2 Akm. Aset Tetap yang Tid                           -                              - 

Jumlah                926.852.500            331.064.500 788.000 

B Aset Lainnya 3.911.460.104         3.612.386.113          299.073.991 
Jumlah             3.911.460.104         3.612.386.113          299.073.991 

Total             4.838.312.604         3.943.450.613          894.861.991 

  

  

 

  

Pendapatan  

Diterima di Muka  

Rp.0,-  

C.12 Pendapatan Diterima di Muka  

Nilai Pendapatan Diterima di Muka  per 30 Juni 2021 dan 30 

Juni 2020 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di  

Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas  
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Akumulasi  

Penyusutan dan  

Amortisasi Aset  

Lainnya   

Rp.3.943.450.613,-  

   

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  per 

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar 

Rp. 3.943.450.613,- dan Rp.8.080.594.320,- Rincian 

akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah 

sebagai berikut:  

  

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak 

ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan diterima dimuka 

merupakan pendapatab atas sewa ruang mesin ATM di BPSDM 

Hukum dan HAM. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari 

pihak ketiga disajikan sebagai berikut:  

  

Rincian Pendapatan Diterima di Muka   

Semester I TA 2021 

Uraian Jumlah Penjelasan 

Badan Swasta Rp                               

- 
 

Instansi Pemerintah 

Lainnya 
Rp                               

- 
 

Badan Lainnya Rp                               

- 
 

 Total 
Rp                               

- 
 

  

  C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Konstruksi 

dalam 

pengerjaan  

Rp.20.385.048.609,-  

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  per 30 Juni 2021 dan 

30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar  

Rp.20.385.048.609,- dan Rp.24.533.500,-. Konstruksi Dalam 

Pengerjaan merupakan merupakan pembangunan gedung dan 

bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai 

dengan tanggal neraca.  

  

  C.14 Ekuitas  
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Ekuitas  

Rp.907.242.897.536,-  

Ekuitas  per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing- 

masing  sebesar  Rp.907.242.897.536,-  dan  

Rp.842.637.863.045,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan 

bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas.  

  

  

  

  

  

  

  

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  

Pendapatan  

PNBP  

Rp.1.408.092.283,-  

  

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk 

periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

sebesar Rp.1.408.092.283,- dan Rp.955.749.126,- Pendapatan 

tersebut terdiri dari:  

  

Perbandingan Rincian Pendapatan   

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 

URAIAN 
SEMESTER II 

TA 2020 
SEMESTER II 

TA 2019 
% Naik 

(TURUN) 

Pendapatan PNBP Lainnya          

79.141.388 
         

50.762.334 
                        

56 

Pendapatan Jasa    

 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 

lainnya 
                              

- 
                              

- 
 

 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan             

2.247.090 
         

35.986.792 
                       

(94) 

 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau 

Pelatihan 
       

987.500.000 
       

869.000.000 
                        

14 

 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                               

- 
                              

- 
                            

- 

Jumlah Pendapatan Jasa        

989.747.090 
       

955.749.126 
                           

4 
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 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah 
         

14.482.017 
                              

- 
                            

- 

Pendapatan Lain-Lain    

 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu                      

1.968 
                              

- 
                            

- 

 Penerimaan Kembali Barang Pegawa Tahun Lalu        

324.682.788 
                             

- 

 Pendapatan Anggaran Lain-Lain                               

- 
                              

- 
                            

- 

Jumlah Pendapatan Lain-Lain        

324.684.756 
                              

- 
                            

- 

Jumlah    

1.408.055.251 
       

955.749.126 
                        

47 

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.   

  

   

   

  

Perbandingan Rincian Beban Pegawai   

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020 

   

  

Beban  Pegawai  

Rp.11.118.343.174,-  

  

  

D.2 Beban Pegawai   

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 

adalah masing-masing sebesar Rp. 11.118.343.174,- dan  

Rp.8.582.743.658,-.  Beban  Pegawai  adalah  beban  atas  
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URAIAN JENIS BEBAN TH  2021  TH 2020  
NAIK 

(TURUN) 

% 

Beban Gaji Pokok PNS          

7.557.982.140  
         

5.962.026.640 
          

27 

Beban Pembulatan Gaji PNS                   

117.164  
                   

86.743 
          

35 

Pengembalian Beban 

Pembulatan Gaji PNS 
                             

-  
                            -          - 

Beban Tunj. Suami/Istri PNS             

489.325.334  
           

415.628.940 
          

18 

Beban Tunj. Anak PNS             

117.983.362  
           

104.030.838 
          

13 

Beban Tunj. Struktural PNS              

410.050.000  
           

319.390.000 
          

28 

Pengembalian Beban Tunj. 

Struktural PNS 
 

                            -          - 

Beban Tunj. Fungsional PNS             

618.840.000  
           

468.320.000  
          

32 

Beban Tunj. PPh PNS               

75.712.214  
             

34.582.817  
        

119 

Beban Tunj. Beras PNS             

372.093.960  
           

268.243.680  
          

39 

Pengembalian Beban Tunj. 

Beras  

PNS 

                             

-  
                            

-  

 

Beban Uang Makan PNS             

965.385.000  
           

852.279.000  
          

13 

Beban Tunjangan Umum 

PNS 

            

205.440.000  
           

158.155.000  
          

30 

Pengembalian Beban 

Tunjangan  

Umum PNS 

                             

-                              

-  

         - 

Beban Lembur             

305.414.000  
                            -          - 

Jumlah 11.118.343.174          

8.582.743.658 
          

30 



    
LAPORAN KEUANGA N BPSDM HUKUM DAN HA M SEMESTER  I TA  202 1   -   44   -   

  

Perbandingan Rincian Beban Persediaan  

TA 2021 dan TA 2020 

URAIAN JENIS BEBAN  SEMESTER I TH 2021 SEMESTER I TH 

2020 
NAIK 

(TURUN) % 

Beban Persediaan Konsumsi  528.676.392 557.181.313           (5,12) 
Beban Persediaan pita cukai, materau, dan 

leges 0 0                   - 

Beban Persediaan Bahan Baku 0 0                   - 
Beban Persediaan Lainnya                       -                    -                   - 

Jumlah Beban Persediaan  528.676.392 557.181.313           (5,12) 

D.4 Beban Barang dan Jasa   

Beban Barang 

dan Jasa   

Rp.12.784.878.839,-  

   

   

  

   

   

Beban Barang dan jasa pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 

adalah masing-masing sebesar Rp. 12.784.878.839,- dan 

Rp.9.660.495.237,-.  

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa 

konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa 

beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang 

tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa 

pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:    

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa   

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN TH 2021 TH 2020 % Naik 

(TURUN) 

Beban Keperluan Perkantoran         

3.381.300.807 
     

3.081.204.798 
          

10 

Beban Pengiriman Surat dinas Pos Pusat                  

3.950.500 
              

2.242.000 
          

76 

Beban Honor Operasional satuan Kerja             

142.740.000 
         

153.400.000 
           

(7) 

Beban barang Operasional Lainnya             

413.501.100 
         

329.975.800 
          

25 

Beban barang Operasional- Penanganan 

Pandemi CO 
V            

501.591.972 
         

904.633.607 
         

(45) 

   

Beban 

Persediaan  

Rp. 528.676.392,-  

  

  

  

  

  

D.3 Beban Persediaan   

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 

adalah masing-masing sebesar Rp. 528.676.392,-  dan 

Rp.557.181.313,-.  

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi 

atas barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-barang 

hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 

adalah sebagai berikut:  
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Beban Bahan             

620.951.899 
     

1.315.258.992 
              - 

Beban Honor Output Kegiatan             

109.875.000 
         

106.380.000 
             3 

Pengembalian Beban Honor Output Kegiatn                                  

- 
 

Beban Barang Non Operasional Lainnya         

1.463.096.050 
         

256.961.000 
        

469 

Pengembalian Beban Barang Non 

Operasional-penang 
                                   

- 
  

Beban Barang Non Operasional-Penanganan 

Pandemi 
            

158.841.002 
              

6.000.000 
 

Beban Langganan Listrik             

913.614.905 
         

949.713.157 
              - 

Beban Langganan Telepon               

11.073.016 
              

8.954.108 
              - 

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya             

810.869.088 
         

130.621.775 
 

Beban Sewa         

1.426.678.500 
     

1.551.537.500 
 

Pengembalian Beban Jasa Profesi                                    

- 
                                

- 
 

 Beban Jasa Profesi         

2.752.025.000 
         

768.050.000 
 

Beban Jasa Lainnya                                    

- 
                                

- 
 

Beban jasa- Penanganan Pandemi Covid               

74.770.000 
                                

- 
 

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan 

Mesin 
                                   

- 
           

95.562.500 
              - 

Jumlah       

12.784.878.839 
     

9.660.495.237 
          

32 
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sebagai berikut:  

  Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan    Semester I TA 2021 dan 

Semester I TA 2020  

URAIAN 

SEMESTER I 

TH 2021 

SEMESTER I 

TH 2020 

% Naik 

(TURU

N) 

Beban 

Pemelihar

aan 

Gedung 

dan 

Bangunan 

      

3.161.394.

650 

      

3.382.792.

627 

            

(7) 

Beban 

Pemelihar

aan 

Gedung 

dan 

Bangunan- 

Penan 

                                 

- 

            

49.275.000 

 

Beban 

Pemelihar

aan 

Peralatan 

dan Mesin 

          

690.346.06

4 

          

508.677.54

4 

           

36 

Beban 

Pemelihar

aan Jalan 

dan 

Jembatan 

                                 

- 

                                 

- 

 

  

Beban 

Pemeliharaan  

Rp.4.242.144.760.-  

  

    

  

  

D.5  Beban Pemeliharaan   

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

masing-masing sebesar Rp.4.242.144.760,- dan Rp. 

4.086.398.371,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset 

lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban 

pemeliharan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah  
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Beban 

Persediaan 

bahan 

untuk 

pemelihar

aan 

          

390.404.04

6 

          

145.653.20

0 

        

168 

Beban 

Persediaan 

Suku 

Cadang 

                                  

- 

 

Jumlah       

4.242.144.

760 

      

4.086.398.

371 

             

4 

   

  

Beban  

Perjalanan  

Dinas  

Rp.3.215.880.118,-  

   

    

D.6  Beban Perjalanan Dinas   

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2021 dan 30 

Juni 2020 adalah masing-masing sebesar 

Rp.3.215.880.118,- dan Rp. 1.018.165.363,-. 

Beban tersebut adalah merupakan beban yang 

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian 

Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 dan 

30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:   

  

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan 

Dinas  Semester I TA 2021 dan Semester 

I TA 2020 

URAIAN JENIS 

BEBAN  

SEMESTER I TH 

2021 

SEMESTER I TH 

2020 

NAIK  
(TURU

N)  
% 

Beban Perjalanan 

Biasa 
2.557.860.118 815.266.753 213,

75 

Pengembalian Beban 

Perjalanan Biasa 
0 0  

Pengembalian Beban 

Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

0 0  
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Beban Perjalanan 

Dinas Dalam Kota 
174.800.000 156.470.000 11,7

1 

Beban Perjalanan 

Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota 

28.200.000 0 0,00 

Pengembalian Beban 

Perjlaanan Meeting 

Luar Kota 

0 0  

Beban Perjalanan 

Dinas Paket Meeting 

Luar Kota  

455.020.000 46.428.600 880,

04 

Beban Perjalanan 

Biasa - Luar Negeri 
0 0 0,00 

Jumlah  
3.215.880.118 1.018.165.353 215,

85 

  

   

   

D.7  Beban Penyusutan dan Amortisasi  

  

Beban 

Penyusutan 

dan Amortisasi  

Rp.6.585.592.809,-  

   

    

  

Jumlah  Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 

dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar  

Rp.6.585.592.809,- dan Rp. 5.348.477.230,-. Beban penyusutan 

adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas 

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan.   

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi 

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian 

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 

Juni 2020 adalah sebagai berikut :  

  

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN BEBAN 

PENYUSUTAN DAN 

AMORTISASI 

SEMESTER I 

TH 2021 

SEMESTER I  

TH 2020 

% Naik 

(TURUN) 

Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin 

      

2.916.605.775 

   

2.140.347.046 

           

36 

Beban Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 

      

3.118.340.982 

   

2.748.008.069 

           

13 
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Beban Penyusutan Jalan 

dan Jembatan 

          

425.633.368 

       

425.633.368 

               

- 

Beban Penyusutan 

Irigasi 

               

9.904.429 

            

9.904.429 

 

Beban Penyusutan 

Jaringan 

               

5.078.125 

            

5.078.125 

 

Beban Penyusutan Aset 

Tetap Lainnya 

                               

- 

               

- 

 Jumlah Penyusutan       

6.475.562.679 

   

5.328.971.037 

           

22 

     

Beban Amortisasi 

Software 

            

99.298.000 

            

6.109.375 

               

- 

Beban Amortisasi ATB 

Lainnya 

                                 

- 

                              

- 

               

- 

 Jumlah Amortisasi             

99.298.000 

   

5.335.080.412 

          

(98) 

Beban Penyusutan Aset 

Lain-lain 

                                 

- 

                              

- 

               

- 

Beban Penyusutan 

Penyusutan Aset Tetap 

yg Tdk  

            

10.732.130 

         

13.396.818 

               

- 

Jumlah       

6.585.592.809 

   

5.348.477.230 

           

23 

   

  

Surplus/Defisit 

dari Kegiatan 

Non Operasional  

Rp.79.143.356,-  

   

D.8  SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari 

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan 

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari 

Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah 

sebagai berikut:  
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  Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional   Semester I TA 

2021 dan Semester I TA 2020  

URAIAN 
SEMESTER I 

TH 2021 
SEMESTER I 

TH 2020 

NAIK  

(TURUN)  

% 

Penjualan Peralatan dan Mesin 79.141.388 0 - 

Pendapatan dari Pemindahtanganan 

BMN Lainnya 
0 50.762.334  

Penerimaan kembali Belanja Pegawai 

TAYL 
1.968 0 - 

Penerimaan kembali Belanja Barang 

TAYL 
0 0 - 

Pendapatan Penyesuaian Nilai 

Persediaan *) 
0 4.677.076 - 

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 

*) 
0                

2.357.700 
- 

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non 

Operasional 
79.143.356 53.081.710 0,00 

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena 

kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga 

Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian 

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai 

tahun 2018  

  

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar 

Rp.1.968,-, didapatkan dari perbedaan Nilai harga beli barang 

persediaan atau penerimaan belanja pegawai/barang TAYL 

dengan rincian sebagai berikut :  

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang 

Lalu (425911) Rp.725.324,-.  

2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang 

Lalu (425912) Rp. 89.217.881,-.  

3. Pendapatan  Penyesuaian  Nilai  Persediaan  (491511) 

Rp.425.990.279,-  
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entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN 

maupun KL dengan BUN.  

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  

Transaksi Antar Entitas Nilai 

Diterima dari Entitas Lain        (1.408.092.283) 

Ditagihkan ke Entitas Lain       52.593.027.932 

Transfer Masuk         3.608.713.920 

Transfer Keluar                                  

- 

Pengesahan Hibah Langsung                                  

- 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung                                  

- 

Jumlah       54.793.649.569 

  

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN  

EKUITAS  

E.1 Ekuitas Awal  

Ekuitas Awal   Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah  

Rp. 890.320.575.265,-  

 masing-masing  sebesar  Rp.890.320.575.265,-  dan  

  

Rp.836.057.469.178,-.   

  

E.2 Defisit LO  

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 

Rp.(37.050.080.743,-) 2021 dan 30 Juni 2020 adalah defisit sebesar  

  

  

  

Rp.(37.050.080.743,-) dan Rp.(28.295.392.660,-). Surplus 

(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, 

dan kejadian luar biasa.   

  

  

Transaksi Antar  

Entitas  

Rp.54.793.649.569,-  

   

E.3 Transaksi Antar Entitas  

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2021 dan  

30  Juni  2020  adalah  masing-masing  sebesar  

Rp.54.793.649.569,- dan Rp. 34.875.786.527,-.Transaksi antar 

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih  
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E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke 

Entitas Lain (DKEL)   

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain 

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja 

pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 

30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp.(1.408.092.283),-  sedangkan 

 DKEL  sebesar  

Rp.52.593.027.932,-.  

  

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar   

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, 

antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.   

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar 

Rp.3.608.713.920,-  Sedangkan Transfer Keluar Rp.0,-.  

  

E.3.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 

Pengesahan Hibah Langsung   

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas 

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang 

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah 

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,-  

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan 

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 

tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp.0,-  

  

  

Ekuitas Akhir  

Rp.907.242.897.536,-  

  

E.4 Ekuitas Akhir  

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-

masing sebesar Rp. 907.242.897.536,- dan Rp.  

842.637.863.045,-.  
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  F.   PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1  PENGUNGKAPAN 

LAIN-LAIN   

1. Terdapat aset ekstrakomptabel disebabkan pembelian aset 

dibawah nilai kapitalisasi berupa :  

a. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa Kursi besi 200 unit ( Rp. 418.000 per 

unit) dan HT 30 unit (Rp. 398.750 perunit)  dengan nomor  

SP2D 202006108266001 senilai Rp. 95,562,500   

b. Beban Ekstakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian voice recorder Rp  

29.700.000 ( 990.000 x 30) dan pembelian teko listrik Rp  

 990.000  (495.000  x  2)  dengan  nomor  SP2D  

202007108266002 senilai Rp. 30,690,000  

c. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian teko listrik Rp 990.000 

(495.000 x2) dengan nomor SP2D 202008108266003 senilai 

Rp. 990,000  

d. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian router Rp. 11.848.320  

 (658.240 x 18)    

e. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian router Rp. 2.962.080  

(740.520 x 4)  

f. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian meja kayu Rp. 238.000  

(238.000 x 1)  
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g. Beban Ekstrakomtabel atas pembelian aset dibawah nilai 

kapitalisasi berupa pembelian kursi besi/metal Rp.  

71.148.000 (847.000 x 84)         

2. Terdapat Persedian yang Belum Diregister akun 117911 

sebesar Rp.1.658.380,- dikarenakan kesalahan penggunaan 

akun yang selanjutnya sudah dilakukan ralat akun senilai 

Rp.1.658.380,- atas pembelian barang ekstrakomptabel 

berupa Kipas Angin dua unit Rp.550.000,- dan Meja Lipat 3 

unit Rp.1.108.380,-  

3. Terdapat Pagu Minus sebesar (Rp.4.438.214,-) pada akun  

belanja 511125 dan sebesar (Rp.787.228,-) pada akun 521241 

dikarenakan belum dilakukan revisi anggaran.  

4. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada BPSDM Hukum dan HAM 

tercatat pada Jurnal Umum sebagai gedung dan bangunan 

belum diregister dikarenakan kesalahan penggunaan akun 

aset sehingga dilakukan koreksi nilai asaet non revaluasi 

senilai Rp.1.275.000 atas pengembalian honor pokja 

pembangunan Politeknik di Tangerang.                                     

5. Transfer Masuk yang didalamnya berupa :  

a. Gedung dan Bangunan (133111) yang berasal dari 

Sekretariat Jenderal (Pusat) sebesar Rp. 3.684.002.000,-.  

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (137211) 

yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Pusat) sebesar (Rp. 

147.360.080,-).  

c. Akumulasi Peralatan dan Mesin (137111) yang berasal dari 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebesar 

(Rp.10.296.000,-).  

d. Peralatan dan Mesin (132111) yang berasal dari Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual sebesar Rp.82.368.000,-.  

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN   

1. Dampak Pandemik Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan 

keuangan antara lain :  
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a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam 

kegiatan pada masa pandemik.  

b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi 

Metode E-Learning dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya 

untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang 

ditimbulkan Covid-19.  

c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan 

gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.  

d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran 

untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah 

dianggarkan sejak awal tahun 2020.  

  

                     LAPORAN REALISASI ANGGARAN   BELANJA 

DALAM RANGKA COVID-19  

  

AKUN URAIAN 
SMT I TA 2021 % thd 

Angg ANGGARAN REALISASI 

52 

5211 

521131 

BELANJA BARANG 

Belanja Barang Operasional  

Belanja Barang Operasional 

- Penanganan Pandemi 

          

3.110.199.000 

       

2.954.624.118 95,00 

 JUMLAH SUB KELOMPOK 

BELANJA 5211 

          

3.110.199.000 

       

2.954.624.118 

95,00 

5212 

521241 

Belanja Barang Non 

Operasional  

Belanja Barang Non 

Operasional - Penanganan 

Pandemi 

              

580.905.000 

           

361.440.879 
100,00 

 JUMLAH SUB KELOMPOK 

BELANJA 5212 

              

580.905.000 

           

361.440.879 

95,00 

5218 

521841 

Belanja Barang Persediaan 

Belanja Barang Persediaan 

-  

Penanganan Pandemi 

COVID-19 

                

33.750.000 

             

20.795.000 

 

 JUMLAH SUB KELOMPOK 

BELANJA 5218 

                

33.750.000 

             

20.795.000 

95,00 
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5221 

522192 

Belanja Jasa 

Belanja Jasa - Penanganan 

Pandemi  

COVID-19 

                

50.000.000 

             

49.275.000 

 

 JUMLAH SUB KELOMPOK 

BELANJA 5221 

                

50.000.000 

             

49.275.000 

95,00 

5231 

521134 

Belanja Pemeliharaan 

Belanja Pemeliharaan 

Gedung dan  

Bangunan- Penanganan 

Pandemi 

                

46.970.000 

             

46.970.000 
100,00 

 JUMLAH SUB KELOMPOK 

BELANJA 5231 

                

46.970.000 

             

46.970.000 

100,00 

         JUMLAH BELANJA             

3.821.824.000 

       

3.433.104.997 

89,83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                               V. LAMPIRAN DAFTAR  

  



 

 

    



 
 

  

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 

 

  

  

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 

 

  

  

  

    



 

 

    



 

 

  

    



  

  

    



 

 

  

    



 

 

  

  



 

 



 

 



 

 

  

    



 

  

  

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 
 

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 

 

  

    



 
 

  

    



   

  

    



 

 

  

    



 

  

  

    



 

  

  

    



  

  

    



 

 



 

 

  

  

  

  


